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INTISARI

Tanah bengkok adalah tanah yang diberikan kepada pamong desa serta
memetik hasilnya selama masih memegang jabatan sebagai pamong desa. la tidak
boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Untuk itu tanah bengkok harus
didaftarkan haknya, seperti ynang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria No. 1
tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak atas tanah
bengkok tersebut berakhir setelah ia tidak menjabat lagi sebagai pamong desa.dan
tanahnya kembali menjadi tanah yang tunduk kepada pengaturan desa dan jatuh pada
penggantinya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
memerinlahkan agar tanah bengkok yang semula berfungsi sebagai penghasilan
langsung bagi Kepala Desa dan perangkatnya, sejak berlakunya peraturan tersebut
ditetapkan menjadi tanah kas desa yang menjadi sumber pendapatan desa yang
pengurusannya dilakukan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desa (APPKD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penguasaan tanah bengkok dan pemantaatannya oleh kepala desa dan
perangkatnya di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif. Untuk mengolah data hasil penelitian digunakan teknik analisa
kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan termasuk hasil survai lapang dianalisis
berdasarkan pendekatan kualitatif dengan mengklasifikasikan data dan
dikelompokkan sesuai Jengan jenis dan sifatnya, interpretasi data, kemudian
dilakukan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kepala desa - kepala desa di
Kabupaten Nganjuk sebagian besar belum mengetahui arti pentingnya
pensertipikatan tanah bengkok sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah bengkok
yang ada di wilayahnya. Dari 311 bidang tanah bengkok yang dijadikan sampel
penelitian baru 16 bidang atau 5,18 %yang sudah bersertipikat.

Desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk masih menggunakan tanah
bengkok sebagai sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan aparat desa,
karena pada dasarnya para pamong desa tersebut bukanlah pegawai negeri yang
digaji oleh pemerintah.
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BAB I

PENDAIIULUAN

A. LA FAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan

khususnya di bidang pertanahan dengan program penataan pertanahan. Program

penataan pertanahan dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan

Majelis Femiusyavvaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ll/MPR/1993

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain dalam Bab IV.F butir 12

dinyatakan sebagai berikut:

Penataan penguasaan tanah oleh Negara diarahkan agar pemanfaatannya
dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh takyat Indonesia,
sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana
guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan
penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi
sosial hak atas tanah, batas pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta
meneegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk meneegah
pemusalan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.
Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem
pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang
meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta
tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan pertanahan

pada dasarnya diarahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahap-tahap pembangunan sebelumnya, yaitu antara lain



yang bermanfaat guna mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh

rakyal Indonesia.

Namun dalam merealisasikan kebijakan pertanahan tersebut banyak

faktor-faktor yang menghambatnya, antara lain : adanya kenyataan hampir setiap

jengkal tanah sudah dikuasai oleh masayarakat baik secara sah maupun tidak sah,

yang nicnyebabkan upaya penataan pertanahan sering menimbulkan permasalahan

teratoma dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan. Hal ini dapat

dihhat dan berbagai kasus pertanahan yang sering muncul dalam pemberitaan

media massa yang mengungkapkan betapa kompleksnya masalah pertanahan ini.

Dalam memenuhi kebutuhan akan tanah sering lerjadi benturan-benturan

kepentingan antara mereka yang mengandalkan tenaga dengan menggunakan

kekuatan modal. Kadang benturan tersebut menjelma menjadi sengketa antara

sesama warga masyarakat atau antara pemermtah dengan masyarakat, yang

kadang proses penyelesaiannya membutuhkan proses peradilan.

Benturan-benturan kepentingan seperti tersebut diatas terjadi karena

kebutuhan terhadap tanah selalu meningkat dan pada sisi lain persediaan tanah itu

sendiri sangat terbatas. Faktor-faktor yang menyebr.bkan meningkatnya kebutuhan

akan tanah menurul Menteri Negara Agraria/Ka. BPN antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat,
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat,
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya,
4. Terbatasnva nersediaan tannin vamr Inmicino Annct AiV,i<*eai o+o,.



Dengan melihat strategisnya fungsi tanah dalam pembangunan, ada hal

penting yang harus disimak, yaitu pengelolaan administrasi pertanahan dan

bentuk-bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat.

Administrasi pertanahan pada umumnya belum tertib, kecepatan mutasi

penguasaan tanah belum sepenuhnya didukung dengan tertib administrasi.

Disamping itu dokumen pertanahan masih belum lerpelihara dengan rapi, baik

dokumen yang berkaitan dengan hak tas tanah maupun yang berkaitan

pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah pertanahan akan

semakin meningkat dan juga semakin rumit-pada tahun-tahun mendatang seiring

dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai

medianya.

Itulah sebabnya di beberapa daerah di pulau Jawa disinyalir adanya

keeenderungan menggunakan tanah bengkok untuk kegiatan pembangunan tanpa

melalui prosedur yang benar, justru dilakukan aparat pemerintah desa baik itu

Kepala Desa, Sekretaris Desa atau aparat desa lainnya. Ini dikarenakan tanah

bengkok di daerah pulau Jawa alat bukti penguasaannya masih berupa hak adat.

Sehingga dalam pengawasan perbuatan hukum terhadap tanah bengkok tersebut

akan mengalami kesulitan, karena alatbukti penguasaan tersebut tidak terdaftar di

Kantor Pertanahan.. Sedang berdasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960



pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966 tentang

Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Demikian pula dalam pemanfaatan tanah bengkok sebagai jaminan

penghasilan para perangkat desa juga terjadi perubahan fungsi daripada tanah

bengkok tersebut. Ilal ini karena adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur

Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,

Pengurusan dan Pengawasannya mcmerintahkan agar tanah bengkok yang semula

berfungsi sebagai penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkatnya, sejak

berlakunya peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi tanah kas desa yang

merupakan sumber pendapatan desa yang pengurusannya dilakukan melalui

Anggaran Pengeluaran dan Penerimaan Desa atau APPKD.

Padahal tanah bengkok merupakan tanah kekayaan desa yang digunakan

sebagai imbalan jabatan kepala desa atau perangkat desa lainnya dengan maksud

untuk menjamin penghasilan para perangkat desa tersebut agar dapat menjalankan

tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Oleh karenanya kepala desa dan juga

aparat pemerintah desa harus menjaga keberadaan tanah bengkok agar tetap

sesuai dengan fungsinya.

Alas dasar hal-hal tersebut diatas penulis lertarik untuk menulis skripsi

melalui penelitian ini, dengan judul :

STUDI TENTANG PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH



B. PERIJMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bagian lerdahulu, maka

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk yang telah bersertipikat ?

2. Bagaimanakah pemanfaatan tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Batasan masalah sebagai berikut:

1. Besarnya tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk yang telah bersertipikat

dalam hal ini jumlah bidangnya.

2. Bentuk pemanfaatan tanah bengkok ini adalah fungsi tanah bengkok di

Kabupaten Nganjuk.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

7. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui banyaknya tanah bengkok Kabupaten Nganjuk yang telah

bersertipikat.

b. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah bengkok di Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Penelitian

„ tw„i^ l^hih menHfllami ilmu nensetahuan vang diperoleh selama



penulis dalam melaksanakan tugas di kemudian hari, serta untuk melatih

membiasakan diri untuk dapat menulis suatu karya ilmiah seeara sistematis.

b. Agar kiranya dapat memberikan masukan berharga kepada instansi terkait

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijaksanaan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan upaya-upaya

pengamanan tanah bengkok agar keberadaannya tetap sesuai dengan

fungsi nya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penyusun sampaikan pada bab

terdahulu maka capat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah bengkok masih sangat rendah

sekali. Dari 313 bidang tanah bengkok yang dijadikan sampei

penelitian baru 16 bidang atau 3,19 %yang sudah bersertipikat.

Hal ini disebabkan karena kepala desa di wilayah Kabupaten

Nganjuk sebagian belum mengetahui arti pentingnya pendaftaran

tanah bengkok terhadap jaminan kepastian hukum atas tanah

bengkok yang ada di wilayahnya yang disebabkan kurangnya

penyuluhan dari kantor pertanahan.dan juga karena tidak adanya

bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

2. Desa desa yang ada di Kabupaten Nganjuk mempergunakan tanah

bengkok sebagai sumber penghasilan langsung bagi kepala desa

dan perangkatnya, sehingga pelaksanaan peraturan daerah Tingkat

I Jawa Timur nomor 18 tahun 1987 yang menetapkan tanah

bengkok sebagai tanah kas desa yang merupakan sumber
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B. SARAN

1. Untuk dapat lerlaksananya pendaftaran tanah-tanah bengkok di

Kabupaten Nganjuk seyogyanya Pemerintah Kabupaten Nganjuk

melaksanakan secara bertahap dan ada desa yang dijadikan desa

percontohan pelaksanaan pendaftaran tanah bengkok.

2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk seyogyanya juga mendukung

dalam pendanaan pendaftaran tanah-tanah bengkok dan

mengadakan penyuluhan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten

Nganjuk, sehingga pensertipikatan tanah bengkok dapat segera

dilaksanakan.

3. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur

Nomor 18 Tahun 1987 segera dilaksanakan agar pendapatan desa

dapat meningkat dan tentang imbalan jabatan bagi aparat desa

dapat diambilkan dari anggaran pemarinlah.
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